
. BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 5I TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rang!<a menindaklanjuti Laporan Reviu

Internal Audit Charter perlu adanya Penyempurnaan dari

Peraturan Bupati Natuna Nomor 4O Tahun 2015.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Perahrran Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor

40 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nahrna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2OOl (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOl Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a15O);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 39201; sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor IO7, Tartbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOOl;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523al.;

3.

4.

5.

6.
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20l4'Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai mana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2OO9 tentang Pembahan Atas Perattrran Menteri

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

PE,RI04IM.PAN/O3/2OO8 tentang Kode

Pengawas Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

PER/05/M.PAN/03 I 2OO8 tentang Standar

Pengawas Intern Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

8.

9.

10.

11.

L2.

Negara Nomor

Etik Aparat

Negara Nomor

Audit Aparat
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 19 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Kendali

Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2O 1 1

tentang Kebljakan Pengawasan di Lingkungan

Kementgrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OtZ Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2Ol7 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 40

TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 40

Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut :

' 1. Ketenttran Pasal I angka 7, angka 10 dan angka 12

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Natuna.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

14.

15.

16.
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4.

5.

6.

7.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Natuna.

Inspekorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas, Badan dan Unit Keda, Lembaga Teknis

Kecamatan.

Piagam Audit Internal (Intemal Audit Clurter) adalah

dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati

terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern

atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna dan memuat tujuan,

wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan

intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang

selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan

pengawasan intern di Lingkunan Pemerintah

Kabupaten Natuna.

10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya hrjuan organisasi melalui

kegiatan yang ekonomis, efektif dan efisien, kendala

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peratrrran perundang-undangan.

11. Sistem Pengandalian Intern Pemerintah yang

selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem

pengendalian intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

8.

9.



kegiatan audit, revlew, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukr.rr yang telah

ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien unttrk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

T\rjuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah :

a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati

tentang pentingnya peran pengawasan dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat

Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan,

kewenangan dan tangung jawab Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat

menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang

positif terkait urgensi pengawasan serta dapat

mendorong kerja sama sinergis dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik;

c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai

budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran,

akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan

peratrrran perundang-undangan dalam

penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

d. menciptakan lingkungan pengendali yang kondusif

dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah

yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari

Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);



meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata

kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan

nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang

sistematis, dengan cara mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas manajemen risiko,

pengendalian dan proses tata kelola APIP.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (41 di ubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan

audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan

secara ekonomis, efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik.

Inspektorat Kabupaten Natuna adalah Aparat

Pengawas Intern Pemerintah yang dibentuk dengan

tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan

untuk mengakses seluruh informasi, sistem

informasi, catatan dokumentasi, aset dan personil

pada instansi/Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna yang diperlukan

sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.

e.

(1)

(21

(3)
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(41 Unhrk mewujudkan Pengawasan lntern yang

ekonomis, efektif, dan efisien, Piminan Perangkat

Daerah/Unit Keda Pemerintah Kabupaten Natuna

wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan

Pengendalian yang baik melalui :

a. penegakan integritas dan nilai etika;

b. komitmen terhadap kompetensi;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai

dengan kebutuhan;

e. pendelegasian wewen€rng dan tanggung jawab

yang tepat;

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang

sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi

Pemerintah terkait.

(5) Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan Pemerintahan Desa.

(6) Pemerintah Kabupaten Natuna akan mengalokasikan

pemanfaatan dana dari APBD guna mendukung

pera.n dan fungsi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(71 Alokasi €rnggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dapat dipergunakan untuk :

a. anggaran biaya khusus bagi kegiatan

pengawasan;

b. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan

Profesi.

Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDI})IA$I
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5{ TAHUN +OIO
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

PENJELASAN/ SUPLEMEN
PIAGAM AUDIT INERNAL APTP

1. PENDAIII'LUAN

a. Piagam Audit Internal (Internal Audit Clwrtefl merupakan dokumen

formal yang menyatakan tqjuan, wewenang dan tanggung jawab

kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Internal

Pemerintah.

b. Piagam Audit Internal menrpakan penegasan komitmen Bupati

terhadap arti penting fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan

pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi

pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan

intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Pembangunan dan

Keuangan (BPKP), Inspekorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/

unit pengawas intern pada Kementerian Negara, Inspektorat

Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit

pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan

Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/KabupatenlKota dan unit
pengawasan intern pada Badan Hulmm Pemerintah lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

2. KTDUDTIKAIT DAN PERAIY IilSPEKTORAT KABI'PATEN NATT'ITA

a. Inspektorat Kabupaten Natuna merupakan unit kerja yang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertang$rng

jawab langsung kepada Bupati;

b. Setnrkhrr dan Kedudukan Inspektorat Kabupaten Natuna adalah

sebagai berikut :

1) Setruktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.

"-_ - .- , 
2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

{.ean@



3) Inspektur Kabupaten Naflrna diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati Natuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan

tentang kepangkatan. dan pemberhentian PNS.

4) Inspektur Kabupaten Natuna bertanggung jawab langsung kepada

Bupati.

5) Auditor Inspektt,r Kabupaten Natuna bertanggungiawab secara

langsung kepada Inspektur Kabupaten Natuna.

6) Inspektorat mempunyai peran melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah baik urusan wajib

maupun urusan pilihan dengan menJrusun dan menetapkan

kebijakan pengawasan dilinglmngan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

7) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan desa dengan ruang lingkup :

a. Pengawasan pada Pemerintahan Desa;

b. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan;

c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.

8) Inspektorat melakr-rkan Pembinaan di Lingkungan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa dengan ruang

lingkup:

a. Pendampingan/asistensi meliputi :

- Asistensi dalam penJrusunan neraca aset pada unit kerja

di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- Asistensi penerapan SPIP di lingkungan penyelenggaraan

pemerintah daerah;

b. Koordinasi dan Sinergitas terhadap :

- Pelaksana€rn Rakorwasnas dan Rakorwasda;

- Penyusunan Frogram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

berdasarkan Risk Based Audit Plan;

- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

3. VISI DAN MISI INSPEKTONAT KABUPATEN NATUNA

a. Visi
Visi Inspektorat Kabupaten Natuna adalah :

"Menjadi Instansi Pengawa,s Aang Berlualitas dan hofesianal sebagai

Katali"sator Perun$udan Kepemerintahan A ang bail{ .

Visi Inspektorat mengandung 3 (tiga) hal pokok yang menjadi lmnci
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Instansi Pengautasan: mengandung makna bahwa Inspektorat

adalah Institusi Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten

Natuna yang secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika

profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya

penciptaan proses tata kelola pemerintah yang baik (Good

Gouernancel yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna

mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna.

Berktalitas dan Profesional : mengandung makna bahwa setiap

aparatur pengawas akan selalu meningkatkan kapabilitasnya

sehingga memiliki kemampuan dasar dan dalam setiap

pelaksanaan tugas Inspektorat senantiasa melakukannya dengan

suatu landasan metodelogi, sikap kerja yang berintegritas secara

moral dan profesi serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan

nilai tambah bagr satuan kerja/unit kerja di lingkungan

pemerintah Kabupaten Natuna.

3l Katalisator Perun$udan Kepemeintahan yang Baik : mengadung

makna bahwa Inspekorat memiliki kewajiban sebagai Aparat

Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Natuna untuk berada

pada lini terdepan terhadapperwujudankepemerintahan yang baik

dengan bersikap proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan

birokrasi yang menitikberatkan pada dimensi kultural serta pelaksanaan

pengawasan fungsional dengan memperhatikan prinsip-prinsip

akuntabilitas, ekonomis, efektif, efi sien, responsif dan transparan.

b. Mlsl

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Natuna adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Inspelrtorat Kabupaten Nahrna sebagai institusi

pengawasan yang handal dan terpecaya.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan sarana pengawasan dalam

menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan.

3. Mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan (Stake Holdel

dalam mewujudkan kepemerintatran yang baik (Good Crouernance).

1)

2l
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4. TUGAS PiOKOK DAN FUITGSI IilSPEKTORAT KABUPATEIT ITATT'ITA

T\rgas Pokok Inspektorat Kabupaten Natunaadalah melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan

dalr, I pengawasan penyelenggaraan pemerintah daeratr.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok Inspelctorat Kabupaten Natuna

mempunyai fungsi

a. Perencanaan program pengawasan.

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Natuna meliputi :

1) Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan bidang

pemerintatran, keuangan dan menyiapkan konsep keb{jakan daerah, dalam

bidang pelaksanaan pengauiasan bidang pemerintahan, keuangan dan

pembangunan serta pengawasan perekonomian serta sosial budaya.

2l Melaktrkan perencanaan, pelaksanaan, pengloordinasian dan pengendaliart

pengawasan pemerintah, keuangan, pembangunan, perekonomian dan

sosial budaya serta kekayaan dan aparatur.

3) Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan kegiatan

pemerintahdaerah dan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan

atas penyimpangan dan/atau penyalahgunaa.n wewenang.

4) Melaporkan dan memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugas dan fungsi langsung kepada Bupati sesuai dengan standar

yang ditetapkan.

Supaya Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokok

dengan efektif, harrs mampu :

1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah;

2) Memberikan peringatan dini dan meninkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan hrgas dan fungsi Instansi Pemerintah;

dan

3) Memelihara dan meingkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah.

5. KEIPEITANGAN IITSPEKTORAT

Untuk dapat mengetahui ttrjuan dan lingkup pengawasan intern secara

memadai,Inspelrtorat Kabupaten Natunamemiliki kewenangan untuk :

a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);



Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/

konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja

sesuai PKPT maupun non PKPT;

Mengakses selumh informasi, sistem informasi, catatan,

dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan

dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

Melakukan komunikasi secarang langsung dengan pejabat pada

satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/

Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan

Pimpinan lainnya;

f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan

pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan/ auditor eksternal

dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan

yang berkualitas dan terpadu serta tidak hrmpang tindih;

Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Natuna serta

menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;

Menentukan mekanisme, metodologr dan teknik dan lingkup waktu

pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan yang

diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang

diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal

Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pelakasanaan fungsi

pengawasan intern;

Bekerjasama dengan lembaga pengawasa.n lain dalam rangka

pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain

atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat

dipertanggungi awabkan.

6. TANGGUITG JAWAB IITSPTKTONAT KABI'PATEIT NATI'ITA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat

Kabupaten Natuna bertanggung jawab untuk :

a. Secara tentsmenerus mengembangkan dan meningkatkan

profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas

b.

c.

d.

e.

o

h.

J.

k.

dengan mengacu pada standar audit yang berlaku;



b.Men5nrsun,mengembarrgkarrdarrmelaksanakanProgramKerja
pengawasanTahunan(PKPT)yangpedulirisiko,khususnyadalam

hal penenflran skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

Menerapkan Kode Etik dan standar Audit APIP sesuai dengan

ketentuan perattrran pemdang-undangan;

Memperkrratpelaksanaanprinsip.prinsiptatakelolapemerintah
yang baik(Goo d. Ctouentanel melaui penerapan SPIP;

Menjamin keculc,pan ketersediaan sumber daya pengawasan

sehinggadapatmenyelenggarakanfungsipengawasaninternSecara

optimal;

f. Menjamin bahwa Proses dan hasil

objektif sesuai dengan sandar audit

pengawasan dilakukan secara

pemeriksaan dan dilaksanakart

bebas dari KKN;

g.Menyampaikanlaporanhasilpengawasandarrlaporanberkala
aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati dan

pihakterkaitdenganmemperhatikana?askeralrasiaan;

h.Melatnrkanpemarrtauantindaklanjuthasilpengawasan.

7. TUJUAN, SASARAIT DAI| LIITGKT'P PEITGAWASAN IITSPEKTORAT

KABI'PATEIT ITATUNA

PenyelenggaraanpengawasaninternlnspektoratKabupatenNatuna

adalatr untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tqiuan' yaihr :

a. Meningkatkan sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang

efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat unflrk

mewujudkantatakelolapemerintahanyangbaikpadaPemerintah
KabuPaten Natuna;

b.TerwujudnyaSistemPengawasandanPengendalianlnternalyang
efektifdanmampumendeteksisecaradinigejalapenyimpangan;

c. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas

pencapaiantujuandansasaranpenyelenggaraanhrgasdarrfungsi

Sattran Kerja Perangkat Daerah;

d. Meningkatkan efekivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan

. tugas dan fungsi Sattran Kerja Perangkat Daerah;

e. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sattran

Kerja perangkat daerah yang bersih dan bebas dari praktik-parktik

c.

d.

e.

, Kolusi dan NePotisme (KKN);



b.

Sasaran Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan

khusus serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

Meningkatkan sistem manqiemen pemerintahan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan akuntabilitas serta

kualias Pengelolaa4 manajemen pemerintahan;

Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan

berknalias baik skill, knouledge maupun attifiide;

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan

dan hasil pengawasan; dan

Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan

administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka

lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Nattrna meliputi:

a. Auditinternal/kinerja secara berkala/reguler atas penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

b. Audit dengan tqjuan tertentu/khusus atas penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pemerintah Daerah;

c. Audit penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

Revieu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Kabupaten Natuna, seperti revieu atas laporan keuangan Pemerintah

Daerah dan revieu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Natuna;

Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Kabupaten Natuna, seperti evaluasi atas Sistem pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa

asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pemerintah Daerah;

Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal

Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan.

c.

d.

e.

d.

e.

o



Adapun kegiatan pengawasan Inspelrtorat Kabupaten Nahrna adalah :

a. Inventarisasi Temuan Pengawasan;

b. Pemeriksaan Reguler/PKPT;

c. Pemeriksaan Khusus/Kasus;

d. Evaluasi LAKIP SKPD;

e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

f. Revieu l.a.poran Keuangan dan LAKIP Pemerintah Daerah;

g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran;

h. Pemeriksaan Non PKPT

i. Penyusunan Statistik Pengawasan;

j. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;

k. Pengendalian Intern Pemerintah;

l. Penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI; dan

m. Belum adanya penangErnan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat.

n. Penelitian dan penelaahan informasi serta penanganan pengaduan

masyarakat.

8. KODE EfIK DAN STANDAR ATIDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan

pekerjaannya hanrs senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode

Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/O4/M.PAN |O3/2OO8

tentang Kode Etik APIP dan Nomor : PER /OSIM.PAN/O312O08 tentang

Standar Audit APIP dan Keputusan Asosiasi Audior Intern Pemerintah

Indonesia Nomor : KEP-OOS| AAIPI/DPN/2Ol4 tantang Pemberlakuan

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit

Pemerintah Indonesia dan Pedom€u: Telaahan Sejawat Auditor Intern

Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAIT AUDITOR YAISG DI'DI'K DALIIM IITSPEKTORAT

KABUPATEIY ITATUIYA

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten

Natuna selnrrang-kurangnya meliputi :

a. Memiliki Sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai

peraturan penrndang-undangan tentang Jabatan Fungsional



Memiliki Integritas dan prilaktr yang profesional, independen, jujur
dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan

disiplin ilmu lain yangrelevandenganbidangtugasnya;

Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit APIP;

Wqiib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas

dan tangung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Memahami prinsrp-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manqiemen

risiko; dan

g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

profesionalismenya secara terus menerus.

1(,. L/IRANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JADATAIY AUDITOR

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional

kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat

mengg€rnggu obyektifitas dan independensi seorang auditor;

b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai jabatan struktural.

11. HUBUITGAN I(TR^'A DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi

pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Natuna perlu menjalin kerja

sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan),

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang

berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang

pengawasan, dan aparat pengawas ekstern.

a. Inspektorat Kabupaten lYatuna dengan Satuan KerJa/Audtti

1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasa.n intern, maka

hubungan antara Inspektorat Kabupaten Natuna dengan satuan

kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan

antara kosultan dengan penerima jasa.

2l Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun

konsultasi), satuan kerja harrs memberikan dan menyajikan

informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit

yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten N6.tuna dan

melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi

audit kepada Inspektorat Kabupaten Natuna sesuai dengan

b.

c.

d.

e.

FA F;,si F f"t*ul rtUrytU'ilf.l"ptr".aur yang berlaku.
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s)

al sr$,Lr;

b) BUMD;

c) Pemerintah Desa;

d) BUMDes; dan

e) Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana

dimaksud pada angka 4 (empat) meliputi :

a) Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi

setiap awal pemeriksaan;

b) Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi

yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif

antara APIP dengan Auditi;

c) Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan

dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang

direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang

bertanggung jawab;

d) Menyampaikan hasil pemeriksaan atau laporan hasil

pemeriksaan (LHP);

e) Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait

dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintah;

0 Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat

pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;

g) Melalnrkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak

lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan

melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;

h) Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan inspektorat daerah kepada auditi; dan

i) Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil

pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

PAffiPTF &{#ffir;l[
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t- b. Inspektorat Kabupaten Iltatuna dengan Inspettorat Provinsi

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Inspektorat Provinsi berupa :

1) Melakukan koordinasi.penyusunan PKPT;

2l Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

3) Melakukan kerja sama, pendampingan, pembangunan SDM

pengawasa.n dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

4l Melakukan audiensi dan konsulasi pelaksanaan ftrgas

pengawasan;

5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan

6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam Forum

Bersama APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.

Inspektorat Kabupaten llatuaa deagan Inspektorat Daerah

I(abupaten/Kota laia
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Inspektorat Daerah Kabupate n / Kota lain berupa:

1) Melakukan audiensi dan sturdi banding pelaksanaan tugas

pengawasan;

2l Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi , seminar, loka ka4ra,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan

3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam Fonrm

Bersama APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.

Inspektorat Kabupatea Natuna dengan Kementerlan Dalam

Negeri

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Kementerian Dalam Negeri berupa :

1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi

Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara

Institusi Pengawasan Pemerintah h.rsat dan Pemerintah Daerah;

2l Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian

Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja

c.

d.

SSS!STEN

ional pengawasan daerah;



e.

3) Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

4l Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas

pengawasan; dan

5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dislmsi, seminar, loka ka4ra,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

InspeKorat Kabupatea ilatuna dengan Kemeaterlan

Pendayagunaa! Aparatur Negara dan Refornasl Blrokrasi

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berupa:

1) Inspektorat I(abupaten Natuna harus menggunakan kebijakan

dan Peratrrran-peraturan di bidang pengawasan ya.ng dikeluarkan

oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasidalam

menentukan arah kebijakan dan program pengawasan

Inspektorat Kabupaten Natuna;

2l Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi

mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan

nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan

pengawasan;

3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik

maupun laporan hasilpengawasan;

4l Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda)sebagai upaya

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi Pendayagunaan Aparatur

Negara;

5) Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah kebiiakan dan

mekanisme keda operasional pengawasan daerah;

6) Melaksanakan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas

pengawasan;

7l Menyampaikan lkhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan

Tahunan; dan

8) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

PAR,F\F K*#ffiE}'trF,SI



f. Inspektorat Kabupaten Irtatuaa deagan Inspektorat Jenderat di
Llngkungan Kemeaterlan

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Inspekorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa:

1) Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra pendamping bagi

aparat pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan

Kementerian selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai

penyedia data/informasi maupunsebagai mitra satuan kerja pada

saat pembahasan temuan audit;

2l Inspektorat Kabupaten Natuna dapat berkoordinasi dengan

aparat pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan

Kementerian untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup

penugasan Inspekorat;

3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang

disampaikan aparat pengawas Inspektorat Jenderal di

Lingkungan Kementerian merupakan bahan pengawasan bagi

Inspektorat Kabupaten Natuna terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi;

4l Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat Koordinasi

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

5) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas

pengawasan;

6) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskr-rsi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatanpengawasan; dan

7) Melakukan joint audit.

Inspektorat Kabupatea llatuaa deagan Badan Pemeriksa

Keuaagan dan Pembangunan (BPKPI

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan berupa :

U Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra kerja BPKP selaku

Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan

meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :

a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

b) Sosialisasi SPIP;

c) Pendidikan dan Pelatihan SPIP;

d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP;

g.

Workshop Satgas SPIP;



h.

u PenrngKatan Kompetensr auor[or aparat pengawasan lnferl:

pemerintah.

2l Inspektorat Kabupaten Natuna membangun kerja sama dengan

BPKPselaku koordinator APIP unttrk meningkatkan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan kuditas

LKPD dan I"AKIP;

3) Inspelrtorat Kabupaten Natuna harus menggunakan peraturan-

peraturan dibidang Jabatan Ftrngsional Auditor yang dikeluarkart

oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan F\rngsional Auditor;

4) Berpartisipasi at<tif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi

Penyesuaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

5) Melakukan kerja sama pendampingan, meningkatkan

akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan

peningkatan tata kelola APIP;

6) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas

pengawasan;

7l Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

8) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sarna dalam Forr,rm

Bersama APIP se- Provinsi Kepulaun Riau;dan

9) Melalmkan joint audit.

Iaspektoret Kebulnten Ilatuaa de-grrn Badsa PenerlLsa

Keuangan

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daeratr dengan

Badan Pemeriksa Keuangan bempa:

1) Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra pendamping bagi

BPK selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia

data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat

pembahasan temuan audit;

2l Berpartisipasi aktif mengilmti kegiatan pemutakhiran data

Tindak I"anjut Hasil Pemeriksaan;

3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang

disampaikan BPK mempakan batran pengawasan bagt

Inspektorat Kabupaten Nattrna terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi;

4l Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan

Pemeriksa Kauangan;

ASStGTtrN



H.
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam kmbaran Daerah Kabupaten Natrrna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal t0 wter zot8

/

Diundangkan di Ranai

pada tanggal, tB Mer PtO

SEKRETARIS DAERAH I
(ITBUPArEN NAruNA, 

tr

4
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r
Mengkoordinasikan penyampaian managemen latter oleh BPK

atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;

Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap

pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

Inspekorat Kabupaten Natuna menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2oo4tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tangung Jawab Keuangan Negara.

Inspektorat Kabupaten Natune dengan Penegak Hukum

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Penegak Hukum berupa:

U Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak

hukum berdasarkan perintah Bupati; dan

2l Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan,

penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait

dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum

berdasarkan perintah Bupati.

12. PTNII,AI.A}I BTRIIALIT

a. Inspektorat Kabupaten Natuna secara berkala harus menilai apakatt

tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang di definisikan dalam Piagam

ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat

mencapai hrjuannya;

b. Hasil penilaian secara berkala harrs dikomunikasikan dengan Bupati.

s)

6)

7l

8)
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